
Tanggal, 10 Desember 2019 

KUASAHUKUM 
PEMOHON 

KASASI/PEMBANDING/PENGGUGAT 

Diajukan oleh 

MEMORI KASASI 
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR 

No. 258/PDT/2019/PT.MKS 
Tanggal 10 September 2019 



LIEM TJIN MOE, Dkk, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Tanjung 
Bunga No. 60, RT. 001/RW. 006, Kelurahan Sambungjawa, Kecamatan 
Mamajang, Kota Makassar, selaku Para TERMOHON KASASI/ 
Para TERBANDING semula Para TERGUGAT . 

Melawan: 

Berdasarkan dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2019, yang telah 
Didaftarkan/Dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 
497 /Pdt/2019, tanggal 05 April 2019. 

Drs. H. Andi Syafiuddin A. Achmad, MH 
63tahun 
Pensiunan PNS 
JI. Kenari No. 8, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang 
Pulu, Kabupaten Sidrap, selaku Pihak PEMOHON KASASI 
semula PEMBANDING/PENGGUGAT 

Nama 
Umur 
Pekerjaan 
Alam at 

Dalam hal ini adalah selaku Kuasa Hokum dari Pemberi Kuasa : 

Yang bertandatangan di bawah ini, MUH.H. Y. RENDI, SH, adalah selaku 
Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum 
MUH.H. Y. RENDI, SH. & REKAN, yang beralamat dan berkantor di Jalan Andi 
Makkasau Timur No.251, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota 
Parepare. 

Dengan Hormat 

Melalui YTH 
Ketua Pengadilan Negeri Makassar 
Di- 
Makassar. 

l 0') 

Kepada YTH 
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Di- 
Jakarta 

MEMORI KASASI 
Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar 
Nomor : 258/PDT/2019/PT.MKS 
Tanggal : 10 September 2019. 

Perihal 
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- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 

102/Pdt.G/2018/PN.Mks tanggal 19 Maret 2019 yang dimohonkan banding 

terse but 

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat 

terse but; 

MENGADILI: 

Bahwa dalam Memori Kasasi ini, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat 

hendak mengajukan Risalah/Memori Kasasi sebagai keberatan-keberatan 
Putusan Pengadilan Tingyi Makassar dalam Perkara Perdata Nomor: 

258/PDT/2019/PT.MKS, tanggal 10 September 2019, yang amarnya 

berbunyi: 

Bahwa kemudian Pihak Pemohon Kasasi Menyerahkan Memori Kasasi 

melalui Pengadilan Negeri Makassar pada hari Selasa tanggal 10 Desember 

2019., sehingga Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut 

masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, 

sehingga Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat di terima dan di 

"perttmbangkan oleh Majelis Hakim Agung Yang Mulia. 

Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 258/PDT/2019/PT.MKS tanggal 

10 September 2019 yakni pada hari Kamis Tanggal 21 November 2019, 

kemudian Pemyataan Kasasi telah di ajukan oleh Pihak Pemohon 

Kasasi/Pembanding/Penggugat ke Pihak Pengadilan Negeri Makassar, pada 

hari selasa tanggal 3 Desember 2019 sebagaimana Akta Pernyataan 

Permohonan Kasasi Nomor: 102/PdtG/2018/PN.Mks; dengan demikian 

maka Pennohonan Kasasi masih dalam batas waktu yang di tentukan oleh 

Undang-Undang, sehingga cukup beralasan Hukum jika Permohonan Kasasi 

dari Pihak Pembanding/Penggugat tersebut dapat diterima dan di 

pertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung Yang Mulia. 

Bahwa Pemohon Kasasi menerima Risalah Pemberitahuan Putusan 
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• Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan dari Pemohon Kasasi dalam 

Pengajuan Permohonan Kasasi ini adalah sebagai berikut : 

• Bahwa Pemohon Kasasi dengan ini menyatakan menolak dengan tegas 

dan keberaian atas putusan a quo yang dikeluarkan oleh Judexfactie 

Pengadilan Tinggi Makassar dalam hal mengabulkan Eksepsi dari Para 

Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat tersebut, 

dikarenakan dalam mengeluarkan putusan a quo terbukti Judexfacti telah 

salah dalam menerapkan hukum yang berlaku serta lalai dalam 

memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan Perundang­ 

Undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan 

yang bersangkutan 

Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tinggi 

Makassar tersebut dan untuk itu Pemohon Kasasi telah menyatakan mohon 

pemeriksaan dalam Tingkat Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi 

Makassar tersebut. 

• 

MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA 

B •. DALAM POKOK PEKARA 

1. Menyatakan gugatan permohona.n banding yang semula Penggugat tidak 

dapat diterima; 

2. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara 

yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding 

sebesar Rp. 150.000 ( seratus lima puluh ribu rupiah). 

MENGADILI SENDIRI : 

A DALAM EKSEPSI 

- Menyatakan Eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat beralasan 

hukum tersebut; 

- . Mengabulkan Eksepsi Para Termohon banding semula Para Tergugat 

gugatan tidak jelas dan kurang pihak; 
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b. Surat Edaran Mahkamah Agung(SEMA) Republik Indonesia Nomor 

03 Tahun 1974, berbunyi sebagai berikut: 

a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 

K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang berbunyi sebagai berikut: 

uMA menganggap perlu untuk meninjau keputusan pengadilan 
negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan 
(onvoldoendegemmotiveerd)" 

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan­ 
putusan sebagai berikut : 

a. Tidak berwewenang atau melampaui batas wewenang; 
b. Salah menerapkan atau melanggar hukumyang berlaku; 
c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan 

Perundang-Undangan yang mengancam kelalaian itu dengan 
batalnya putusanyang bersangkutan. 

"Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi Membatalkan Putusan atau 
Penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena: 

Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung : 

Bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 30 Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan 

'atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. 
junta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung 
("Undang-Undang Mahkamah Agung") serta Yurisprudensi Mahkamah 
Agung Republik Indonesia serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik 
Indonesia yang terkutip sebagai berikut : 

• 

1. Judexfactie telah salah dalam menerapkan hokum yang berlaku; 

2. Judex factie lalai memenuhl syarat-syarat yang diwajibkan oleb 

peraturan Perundang-Undangan yang mengancam kelalaian itu 

dengan batalnya putusan yang bersangkutan. 

4 



- 
yang mengajukan Eksepsi tersebut in casu Para Termohon Kasasi. 

b. Bahwa Eksepsi selain Kewenangan Absolut maupun Kewenangan 

Relatif, harus di putuskan secara bersama sama dalam pokok 

perkaranya, karena Eksepsi sepertt ttu hanya dapat diketahui 

kebenarannya setelah memeriksa pokok perkara, berdasarkan 

dengan Bukti-bukti Surat dan Keterangan Saksi-saksi oleh ~ara ;ihak 

Termohon Kasasi sebelumnya telah mengajukan Eksepsi menyangkut 

gugatan Penggugat tidak jelas dan kurang Pihak tersebut, namun 

oleh Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Eksepsi dari Para Termohon 

Kasast tersebut telah di tolak untuk seluruhnya. 

a. Bahwa dalam perkara a quo ini, dalam Pengadilan Tingkat Pertama Para 

> 

menyangkut Gugatan Penggugat tidak jelas dan kurang Pihak tersebut, 

sebagaimana yang terdapat pada halaman 40 s/d Halaman 42 dalam 

Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut, maka secara tegas Pemohon 

Kasasi berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim 

Tingkat Banding tersebut, karena dalam pertimbangan hukumnya Majelis 

Hakim Tingkat Banding telah lalai dan tidak cermat dalam mencermati 

Bukti-bukti Surat dan keterangan dari Saksi-saksi dari Para Termohon 

Kasasi terutama bukti Surat Para Termohon Kasasi menyangkut 

menguatkan Eksepsinya tersebut, yang dapat dljelaskan sebagai berikut : 

• Bahwa setelah membaca dan mempelajari .. secara cermat terhadap 
•'- ... 

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Ttngkat Banding, dalam hal 

mengabulkan Eksepsi Para Pembanding/ Para Termohon Kasasi 

11Jengan tidakjkurang membertkan pertimbangan/alasan, bahkan 

apa bila alasan-alasan itu kurang fetas, sukar dapat dimengerti 

ataupun bertentangan satu soma lain, maka hal demikian dapat 

dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara [UVormverzuimj 

yang dapat mengakibatkan Batalnya Putusan Pengadilan yang 

bersangkutan dalam pemeriksaan di Tingkat Kasast" 

s 
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c. Bahwa menurut Pemohon Kasasi, dalam hal Majelis Hakim Tingkat 
Banding mengabulkan Eksepsi Para Termohon Kasasi tersebut, adalah 
suatu perti.mbangan hukum yang salah dan ketiru, terkesan Majelis 

Hakim Tingkat banding. tidak secara cermat dalam hal melihat J 
Bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh 
Para Termohon Kasasi dalam hal untuk menguatkan dalil 
bantahannya menyangkut Eksepsi tersebut 

d. B~wa secara fakta jika mencermati Bukti-bukti surat dan keterangan 
Saksi-saksi yang diajukan oleh Pihak Pemohon Kasasif Pembanding 
/Penggugat yang terungkap di depan Persidangan tersebut, maka 
gugatan Penggugat/Pembanding/Pernohon Kasasi adalah sudah benar 
dan tepat balk menyangkut Letak Tanah Objek yang disengketakan, 
Luas Objek yang disengketakan, batas-batas Tanah Objek Sengketa 
dan Para Pihak/ Subjek Hukum dalam perkara a quo tni, adalah 
sudah tepat dan benar; 

e. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang 
mengabulkan Eksepsi dari Para Termohon Kasasi yakni Gugatan 
Penggugat tidak Jelas dan kurang pihak tersebut, menurut Pemohon 
Kasasi adalah suatu pertimbangan hukum yang kurang cukup 
perttmbangannya, apalagi kalau dilihat berdasarkan dengan fakta- 
fakta hukum yang ada, maka Pihak Termohon Kasasi dalam perkara a 
quo ini, tidak mampu membukiikan baik berupa Bukti Surat maupun 
Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi, tidak 
ada yang bisa membuktikan bahwa benar Gugatan Penggugat tidak 
jelas dan kabur. 

f. Bahwa Terhadap Eksepsi dari Para Termohon menyangkut Tergugat 
Ill asal dan Tergugat XVIII asal yang telah meninggal dunia, maka 
semestinya Para Ahli Warisnya yang digugat tersebut, menurut 
Pemohon Kasasi tidaklah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan 
oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena secara fakta dalam perkara 
a quo di depan persidangan Para Termohon Kasasi tldak dapat 
mengajukan Buktl Surat berupa Keterangan Kematian yang bisa 
membenarkan dan btsa membuktikan bahwa Tergugat. --Jll dan 
Tergugat XVIII benar-benar telah meninggal dunia. 



i. Bahwa kecenderungan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat 

Banding yang menyatakan bahwa Putusan dalam perkara a quo ini tidak 
dapat diiaksanakan Bksekusi karena menyangkut Gugatan 

Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak Jelas dan kurang 
pihak tersebut, menurut Pihak Pemohon Kasasi adalah suatu 

Pertimbangan Hukum yang sangat ti.dak adil dan tidak berimbang, / 

h. Bahwa Pihak Pemohon .Kasasi sangat berkeberatan dengan 
pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat 
Banding Nomor: 258/PDT/2019/PT.MKS Tanggal 10 September 
2019 tersebut, karena menurut Pihak Pemohon Kasasi dalam 
pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak 
secara adil dan tidak secara Objekttf dalam hal menilai buktt-buktt 
surat dan keterangan "saksi-sakst yang ada -dalam Berkas Perkara 
a quo yang terdapat dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama 
sebelumnya tersebut, bahkan terkesan Majelis Hakim Tingkat Banding 

dengan sengaja tidak mempertimf,angkan terhadap alat bukti surat 
yang diajukan oleh Pihak Terbanding/ Termohon Basast, sebab Jlka 
Majelts Hakim Tlngkat Banding mencermati Bukti-bukti hukum 
tersebut dengan jelas, maka tentu Majelts Hakim Tingkat banding 
pasti menolak Eksepsi dari Para Terbandlng/ Termohon Kasasi 
tersebut. 

g. Bahwa begitu juga dalam perkara a quo Inl berdasarkan dengan fakta­ 

fakta hukum yang ada, Pihak Termohon Kasasi tidak dapat pula 
mengajukan Bukti-bukti Surat yang bisa membenarkan bahwa benar 

Tergugat III dan Tergugat XVIII telah meninggal dunia dan 
meninggalkan Para Ahli Warisnya tersebut, dengan demikian maka 

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat Banding yang 
mengabulkan Eksepsi Para Termohon Kasasi tersebut, adalah suatu 
pertimbangan hukum yang tidak cukup pertimbangannya, karena 
tidak dilandasi dengan Bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang 
terungkap di depan persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama 

tersebut, 
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·1. Bahwa secara fakta berdasarkan dengan segala Jawaban, bukti-bukti 
surat dan keterangan saksi-soksi yang diajukan oleh Para Tergugat/ 
Para Terbandlng/Para Termohon Kasasl tersebut, sangatlah tidak 
objektif dan saling bertentangan satu sama Iainnya, terutama terhadap 
segala pengakuan riwayat kepemilikan Tanah Objek Sengketa oleh Para 

Tergugat/Para Terbandlng/Para Termohon Kasasl tersebut; karena 
secara jelas sating bertolak belakang dan berbeda satu sama lainnya, 
maka menurut Pemohon Kasasi/Pembanding/Pengg_ugat sangat Jelas 
segala pengakuan Para Tergugat/ Para Terbanding/Para Termohon 
Kasasi bahwa Tanah Objek Sengketa adalah millknya tersebut; telah 
terjadi Kontradlktif dan sallng bertolak belakang satu sama latnnya, 
terutama tentang Riwayat asal mula bagaimana cara Para Termohon 
Kasasi/Para Terbanding/ Para Tergugat memperoleh dan memilikl 
Tanah Objek Sengketa tersebut; yang dapat diuraikan lebih lanjut oleh 

Pemohon Kasasi sebagai berikut : 

MALELIS HAKIM AGUNG YANG TERHORMA T 

j. Bahwa berdasarkan dengan alasan yang telah dijelaskan oleh Pihak 

Pemohon Kasasi tersebut di atas, maka cukup beralasan hokum jika 

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal 

mengabulkan Bksepst Para Termohon Kasasi menyangkut Gugatan 

Penggugat tldak jelas dan kurang pihak tersebut, harus dibatalkan 

oleh Majelis Hakim Agung Yang Mulia. 

' secara hukum sangat membuka kesempatan 'f)agi pihak yang 
merasa dirugikan dengan suatu keputusan hukum dapat pula 
mengajukan gugatan perlawanan eksekusi, dengan demikian 
menurut Pemohon Kasasi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat 
Banding tersebut, adalah suatu pertimbangan h!lkum yang terlalu 
prematur. 

karena kecenderungan pemikiran Majelis Hakim Tingkat Banding 
tersebut, belumlah nyata dan belum pula dilaksanakannya, apalagi 
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.. .... 

"Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti surat dan bukti saksi 

temyata Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa 

adalah tanah miliknya, dengan demikian Penggugat tidak dapat 

membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa tanah sengketa adalah 

miliknya". 

"Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi 

yang diajukan di persidangan yaitu saksi SYAMSUDDIN HAFID dan Saksi 

BASO LEWA tidak ada keterangan yang dapat menunjukkan bahwa 

Penggugat telah menguasai dan memiliki tanah sengketa sejak dibeli 

tahun 1977 berdasarkan bukti surat P-2 berupa Joto copy Akta]ual Beli 

Nomor 58 tanggal 22 Desember 1977". 

miliknya berdasarkan dengan bukti kepemilikan yang sah menurut 

ketentuan Undanq-Undanq". 

I. * Bahwa jika melihat pada Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat 
-- Pertama yang terdapat pada halaman 66 yang tidak di 

perttmbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut. dalam 

putusannya menyatakan bahwa : "Menimbang, bahwa sebagaimana 

telah Hakim Majelis pertimbangkan di atas, bahwa berdasarkan dengan 

bukti surat P-2,P-10,P-11, P-12, P-7, P-8, P-9, dapat ditartk kesimpulan 

bahwa tanah sengketa sejak dibeli tanggal 22 Desember 1977 tidak 

pemah dikuasai dan ditempati oleh orangtua Penggugat sebaqai pembeli 

maupun Penggugat sebagai Ahl! Warisnya, dan sejak tahun 1985 sampai 

dengan sekarang terhadap tanan sengketa tersebut tidak pernah lagi ada 

upaya untuk menyelesaikan masalah sehingga status kepemilikan tanah 

sengketa apakah sudah menjadi miiik Penggugat ataukah belum menjadi 

miltk Penggugat menjadi tidak jelas, selanjutnya bukti P-1 tidak lagi 

memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan atau tidak' diakui 

lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah, kecuali hanya sebaqai a/at 

keterangan objek dan sebagai bukti pajak tanah/bangunan, dengan 

demikian berdasarkan bukti P-1, P-2, P-10, P-11, P-12, P-7, P-8, P-9., 

Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah 

r 
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